
Abstract

KORUPSI DANAKIBATNYA:
PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

Oleh: Nur Kholis*

This article explains theproblem ofcorruption ingeneralandits negative impaa to
society, politics, economy, and bureaucracyfrom Islamic economic viewpoint This
articlefinds that corruption is a complexphenomenon. It is the outcome ofthe inter
action between social, cultural, economic, andpoliticalfactors. It cripples all aspects
ofsocial life. Corruption makes society disintegrated, politics chaotic, economy slug
gish nonproductive and bureaucracy inefficient The Qur'an and The Sunnah as the
primary sources ofIslamic economic provide rich vocabularies, teachings and con
textforbid and harm corruption. Corruption isforbidden andAllah SWTdoes not
love corruption and has threatened the corruptible with a heavypunishment
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A. Pendahuluan

Korupsi menipakan salah satu isu yang paling rumit sepanjang sejarah
kehidupan manusia. Dari berbagai aspeknya, terbukti bahwa korupsi adalah
fenomenayang memberikan implikasi negatif terhadap kehidupan manusia, baik
di negara maju maupun di negara berkembang.^ Isu korupsi mendapatkan
perhatian serius dari para ilmuwan sosial berbagai bidang, baiksosiolog, pakar
politik, legislator, ekonomdanIain-lain. Bahkan institusi dan organisasi tingkat
dunia seperti Bank Dunia{WorldBank), InternationalMonetary Fund (IMF), The
United Nations Development Program (UNDP), dan agensi-agensi khusus anti
korupsi tingkat international maupun lokal seperti Transparency International
(TI) yang berpusat di Berlin, The Organization for Economic Cooperation and
Development (OECD), dan Indonesian Coruption Watch (ICW). Mereka
memberikan perhatian khusus terhadap isukorupsi, baik secara teori maupun
aspek teknik penanggulangan dan pemecahannya.

Semua masyarakat di belahan bumi manapun mencela korupsi. Agama-
agama besar dunia pun mengutuk korupsi dan tidak terkecuali agama Islam.
Dalamartikelini akandianalisis korupsi dan akibat-akibat yang ditimbulkannya
dari perspektif ekonomi Islam.

B. Korupsi: Makna, Karakteristik, Bentuk danAkibatnya
1. Pengertian dan Karakteristik Korupsi

Definisi korupsi sangat beragam, tergantung padalatarbelakang disiplin
ilmu orang yang mendefinisikannya. Oleh karena itu, definisi korupsi
menurut sosiolog, ilmuwan politik, ekonom, ilmuwan hukum, birokrat dan
Iain-lain bisa berbeda. Mereka mempunyai sudut pandang tersendiri dalam
mendefinisikan korupsi, sesuai dengan bidang masing-masing. Uniknya, tidak
semua ensiklopedi maupun kamus yang dianggap sebagai referensi utama
oleh berbagai kalangan mencantumkan entri corruption?

The Encyclopedia Americana mendefinisikan korupsi sebagai "a general
termfor the misuse ofpublicposition oftrustforprivategain. Itsspecificdefinition
and application varyaccording to time, place and culture...political corruption

*MJ? Sashi(2000), Crimeand Corruption :»Z)ig?W^ge,Delhi: Authorpress,p. IjFethiBen
Jomaa Ahmed (2003), "Corruption: ASociologicalInterpretative Study with Specif Reference to
Selected Southeast Asian Case", Disertasi DoktorPhilosophy, Department of Antropology and
Sociology, Facultyof Arts andSocial Sciences, University ofMalaya, Kuala Lumpur, p. 28.

^MisalnyaTheEncyclopediaBritannica, TheEncyclopediaofGovernment andPolitics (Mary
HawkesWorthdanMauriceKogan), ADictionaryofModemPolitics (DavidRoberston).
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concerns the illegal pursuitor misuse ofpublic office"? Sedangkan The Harper
Collin Dictionary of Sociology mendefinisikan korupsi sebagai "the
abandonment ofexpectedstandards ofbehavior by those inauthorityfor the sake
of unsanctional personal advantage"? Menurut Bank Dunia, korupsi adalah
"the abuse ofpublic powerfor private benefit"? Dari aspek hukum, korupsi
merupakan "all illegal or unethical use ofgovernmental authority as result of
considerations ofpersonal orpoliticalgain"?

Dari paparan tersebut di atas, dapat ditarik benang merah yang jelas,
bahwa dalam korupsi terdapat dua unsur utama, yaitu: (1) penyalahgunaan
kekuasaan yang melampaui batas kewajaran hukum oleh para pejabat atau
aparatur negara (2), mengutamakan kepentingan pribadi atau klien di atas
kepentingan publik oleh para pejabat atau aparatur negara yang bersangkutan.
Dengan demikian, korupsi merupakan suatu tindakan pengkhianatan
terhadap amanah. Dalam konteks ini, termasuk perilaku penyogokan atau
penyuapan, memberikan upah tertentu untuk melindungi diri dari hukum,
nepotisme, dan Iain-Iain.^

Tidak diragukan bahwa korupsi dalam berbagai bentuk dan macamnya,
dalam arti luas, ada di negara manapun.® Menurut Syed Hussein Alatas,
karakteristik korupsi adalah sebagai berikut: (1) Korupsi selalu melibatkan
lebih dari satu orang. (2) Secara keseluruhan, korupsi melibatkan rahasia di
antara mereka yang terlibat. (3) Korupsi mempunyai unsur tanggimg jawab
bersama dan keuntungan bersama. (4) Pelaku korupsi biasanya berusaha
mengkamuflasekan perbuatannya dengan justifikasi dari aspek hukum dan
perundang-undangan. Mereka tidak berani secara terbuka berkonfrontasi
dengan hukum. (5) Orang yang terlibat dalam korupsi adalah mereka yang
menginginkan keputusan yang pasti, dan ia mampu mempengaruhi
keputusan tersebut. (6) Perbuatan korupsi melibatkan penipuan atau

^David M. Chalmers (1990), The Encyclopedia AmerkanUy Vol. 8, International Edition,
USA: GrolierIncorporated, p.22.

*DavidJary andJuliaJary (1991), TheHarper Collin Dictionary ofSociology, USA: Harper
CollinsPublishers, p. 88.

®The WorldBank Report {?S97), Helping Countries Combat Corruption: TheRoleofWorld
Bank, p.20.

'James C. Scott (1972), ComparativePolidcalCorruption, NewJersey: PrenticeHallhic, p. 4.
Ĵ.S. Nye (1978), "Corruption andPolitical Development: ACost Benefit Analysis" dalam

ArnoldJ. Heidenheimer ip6),PoliticalCorruption:Readingin ComparativeAnalysis, ed. 2, NewJersey:
TransactionBooks, pp.566-567.

®SureshKohli (1975), "ThePsychoIogyofCorruption", dalamSureshKohli (ed.), Cormpthnin
India, New Delhi: ChetanaPublications,p.32.
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muslihat. (7) Korupsi melibatkan kontradiksi dua fungsi pelakunya, sebagai
pemegang jabatan publik dan sebagai individu. (8) Korupsi mengutamakan
kepentingan diri sendiri dan mengabaikan kewajiban tugas.'
2. Bentuk Korupsi dan Sebab Terjadinya Korupsi

Bentuk-bentuk korupsi adalah seperti berikut:
a. Penyuapan atau penyogokan

Bentukkorupsi ini merupakanyangterbanyak. Bahkan kebanyakan
masyarakat menganggapnya sinonim dengan korupsi itu sendiri.
Penyuapan adalah "any valuable thing given orpromisedy oranyprefermenty
advantagey privelege or emolumenty given orpromised corruptly and against
law as an inducement to any person acting in ojficial or public capacity to
violate orforbearfor his dutyy or to improperly influence his behavior in the
performance ofhisduty".^^

Bentuk pembayaran penyuapan bisa berupa uang cashy hadiah
barang kekayaan (emas perhiasan, jam, lukis^riyfree samples, dan Iain-lain),
hadiah berupa pelayanan (services) (penggunaan mobil, tiket pesawat
terbang, mencarikan tempat tinggal, membayar rumah, dan Iain-lain),
pembayaran biaya jalan-jalan dan berlibur, menyediakan beasiswa untuk
anak atau saudara pihak yang disuap dan Iain-lain. Walaupunpenyuapan
ini dianggap sebagai kriminal oleh berbagai peraturan perundangan di
seluruh dunia, tetapi ia berkembang sangat luas, terutama di birokrasi
negara sedang berkembang, sehingga seakan-akan menjadi kepercayaan
bahwaorangdapat membeli apa saja yang iamaudan iasukadengan uang
(suap)."
b. Nepotisme, kronisme dan favoritisme.

Inimerupakan bentukkorupsi utama yang merajalela dinegara belum
berkembang dansedang berkembang. Nepotisme adalah "thepracticeamong
people with power or influence offavoring their own relatives, especially by
giving themjobs".SyedHussein Alatas mendefinisikan nepotisme sebagai
"a term thatrefers to the appointment ofrelatives orfriends to positionsfor

' Syed Hussein Alatas (1975), The Sociology ofCorruption, ecL 2,Singapore: Delta Orient
Pte. Ltd., pp. 13-15. Lihat pulaLesliePalmier (2003), "Corruption inContext", dalamJohn Kidd
etoL (eds.). Fighting Corruption inAsia, Singapore: World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd., pp.
75-76.

Blacks'ImwDictionary (1968), ed. 3,St,Paul: MintWest, p.250.
"Fethi BenJomaaAhmed(2003), op.dL, pp.89-91.
" The OxfordAdvancedLeamersDictionary (1989), ed. 4, Oxford: OxfordUniversityPress,

p. 830.
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which they are not qualified^ thereby injuring the interest of institution and
those who arequalified*'." Memberikan pekerjaan kepada temanatausaudara
yang memenuhi kualifikasi pun juga bisa dianggap sebagai nepotisme,
"walaupun darisegi manajemen tidakbesarresikonya bagibirokrasi institusi
berkenaan dari pada memberikannya kepada yang tidak memenuhi
kualifikasi. Sebenamya nepotisme tidak terbatas hanya pada pemberian
pekerjaan saja, tetapimeliputi semua bentuk transaksi dalamurusanpublik
yang didasarkan pada unsur perasaan i^entiments) dan kesukaan daripada
faktor hukum dan perundangan.^"^

c. Penggelapan, kecurangan atau penipuan, dan pemerasan
Bentuk korupsi ini biasanya hanya melibatkanindividu itu sendiri,

tidak melibatkan sesama pegawai atau antara pegawai dengan klien.
Pelakunya biasanya orang yang berkedudukan tinggi atau cukup tinggi
dan berkekuasaan sepertibos, presiden, perdanamenteri, rektor perguruan
tinggi,dekan,dan Iain-lain. Biasanya untuk menutupi perbuatan korupnya,
pelaku menggunakan bentuk korupsi yang lain yaitu penyuapan atau
nepotisme agar tindakan korupnya tidak diketahui pihak luar. Pelaku
menggunakankekayaanpublik untuk memperkaya diri sendiri, misalnya
menggunakan fasilitas kantor sepertimobil, komputer, telepon, fax, mesin
foto kopi dan Iain-lain untuk kepentingan pribadi. Bentuk lain misalnya
melebihkan budget kantor, membeli peralatan kantor (furniture, mesin,
kendaraan, meja, dan Iain-lain) yang tidak perlu, atau memungut pajak
untuk dimasukkan ke kantong sendiri dan lain-lain.^^

Berbicara tentangsebab terjadinya korupsi,banyakfaktoryangperlu
mendapat perhatian. Kejahatan korupsi tidak sekonyong-konyong
muncul, tetapi adasebab-sebab yangmelatarinya, karenapada hakikatnya
manusia dilahirkan tidak dalam keadaan korupsi. Adapun sebab-sebab
utama terjadinya korupsi dapat diringkaskan sebagai berikut^^: (1) Ingin
hidup mewah dan bermegah-megah. (2) Kurangnya penghayatan terhadap
nilai-nalai agama dan moral. (3) Kelemahan peraturan atau sistem kerja.

" SyedHusseinAlatas(1999), op.city p. 49.
" Fethi BenJomaaAhmed (2003), op.city p. 92.
^FethiBenJomaaAhmed(2003), op.city pp.94-97.

Suresh Kohli (1975), op.cit,p. 32.
'̂ Lihat FethiBenJomaaAhmed (2003), op.cit, pp.108-138;M.Umer Chapra(1995), Islam

andEconomic Challenge, USA: HITdanTheIslamic Foundation, pp. 180,220,228,308-309; Syed
Hussein Alatas (1999), Corruption and The Destiny ofAsia, KualaLumpur: PrenticeHall (M) Sdn.
Bhd.danSimon& Schuster (Asia) Pte.Ltd.,pp.25,34-35, dan 41.
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(4) Sosial dan kebudayaan^® (5) Kekuasaan politik. Lord Acton seperti
dikutip oleh K.A Abbas berkata: "Power tends to corruptandabsolutepower
corrupts absolutely(6) Birokrasi yang berliku dan panjang. Walaupun
tidak selalu menjadi faktor penentu tetapi paling tidak dengan birokrasi
yang panjang semakin memungkinkan korupsi2° (8) Gaji yang diterima
tidak mampu menutupi kebutuhan biaya hidup.

3. Akibat-akibat Korupsi
Korupsi bagi kehidupan manusia mempunyai akibat sangat bahaya,

baik dari aspek kehidupan sosial, politik, birokrasi, ekonomi,^^ dan individu.
Bahaya korupsi bagi kehidupan seperti kanker dalam darah, sehingga
empunya badan harus selalu melakukan "cuci darah" terus menerus jika ia
menginginkan kelanjutan hidup.^ Secara aksiomatik, akibat korupsi dapat
dijelaskan seperti berikut:

a. Bahaya korupsi terhadap masyarakat dan individu.
Jika korupsi dalam suatu masyarakat telah merajalela dan menjadi

makanan masyarakat setiap hari, maka akibatnya akan menjadikan
masyarakat tersebut sebagai masyarakat yang kacau, tidak ada sistem sosial
yang dapat berlaku dengan baik. Setiap individu dalam masyarakat hanya
akan mementingkan diri sendiri {^elf interesi), bahkan selfishness. '̂̂ Tidak
akan ada kerjasama dan persaudaraan yang tulus di antara mereka.

Menurut B. Soedarso korupsi di Indonesia mungkin disebabkan oleh sejarah
perkembangan masyarakat Indonesiasejakzaman kerajaan dan zaman penjajahan, model struktur
sosial masyarakat Indonesia, tata cara dan sikap hidup bangsa Indonesia dan pola kulturalnya.
Untuk lebih lengkapnya lihat dan baca secara tuntas B. Soedarso (1969), Korupsi di Indonesioj
Jakarta;PenerbitBhrataraJakarta, pp. 9-96.

" K.A Abbas (1975), "The Cancer ofCorruption", dalam Suresh Kohli (ed.), Corruption in
IndiOj New Delhi: Chetana Publications, p. 26.

^B. Soedarso (1969), op.cit,p. 13.
^Sejak tahun 1960-antelah mimcul beberapapandangan tentang pengaruh korupsi terhadap

ekonomi. Umumnya berpendapat korupsi mempunyai pengaruh negatif terhadap ekonomi, cor
ruption is toxic rather than a tonic. Akan tetapi ada pendapat yang berbeda, yaitu bahwa korupsi,
r4a'lam situasi dan keadaan tertentu serta dalam tahap tertentu dapat memberikan peran positif
terhadap ekonomi, misalnya sebelum tahun 1997, Indonesia dan Thailand adalah negara yang
sangat cepat perkembangan ekonominya, walaupun tingkat korupsinyasangat tinggi. Pandangan
ini dikemukakan olehNathaniel P. Leff, J.S. Nye,David P. Bayley, danSamuel Huntington.
LihatFethiBenJomaaAhmed(2003), op.at, pp. 140-149.

^K.A Abbas (1975), cp.at, p. 26; Khushwant Singh (1975), "AreWe aCorruptPeople?", dalam
SuieshKohh(ed.),Cbm<pab»t«/«<&i,NewDelhi:ChetanaPublications,p. 10.

^ M.Umer Chapra(1995), op.cit, p.220.
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Fakta erapirik dari hasil penelitian di banyak negara '̂̂ dan dukungan
teoritik oleh para saintis sosial menunjukkan bahwa korupsi berpengaruh
negatif terhadap rasa keadilan sosial dan kesetaraan sosial. Korupsi
menyebabkan perbedaan yang tajam antar kelompok sosial dan individu
baik dalam halpendapatan, prestis, kekuasaan dan lain-lain.^^

Korupsi juga membahayakan standar moral dan intelektual
masyarakat. Ketika korupsi merajalela, maka tidak ada nilai utama atau
kemuliaan dalam masyarakat. Theobald menyatakan bahwa korupsi
menimbulkan iklim ketamakan, selfishnesSy dan sinisisme." Chandra
Muzaffar menyatakan bahwa korupsi menyebabkan sikap individu
menempatkan kepentingan diri sendiri di atas segala sesuatu yang lain dan
hanya akan berpikir tentang dirinya sendiri semata-mata.^^ Jika suasana
iklim masyarakat telah tercipta demikian, maka keinginan publik untuk
berkorban demi kebaikan dan perkembangan masyarakat akan terus
menurun dan mungkin akan hilang.
b. Bahaya korupsi terhadap generasi muda.

Salah satu efek negatifyang paling berbahaya dari korupsi pada jangka
panjang adalah rusaknya generasi muda. Dalam masyarakat yang korup
telah menjadi makanan sehari-harinya, anak tumbuh dengan pribadi
antisosial, selanjutnya generasi muda akan menganggap bahwa korupsi
sebagai hal biasa (atau bahkah budayanya), sehingga perkembangan
pribadinya menjadi terbiasa dengan sifat tidak jujur dan tidak
bertanggungjawab.^® Jika keadaan generasi muda suatu bangsa seperti ini
maka bisa dibayangkan betapa suramnya masa depan bangsa tersebut.

Misalnyapenelitian di37 negara Tahun 1998 oleh Gupta, Davoodi dan Alonso mendapati
bahwakorupsi mempunyai dampak signifikanterhadap ketidaksetaraansosial, baikdalam hal pendidikan,
distribusi pertanahan dan pendapatan. Bahkan dampak korupsi terhadap pendapatan lebih kuat.
Lihat JohanGrafLambsdorff (1999), Corruption inEmpiricalResearch: AReview, Transparenqr
International Working Paper, November 1999, pp. 8-9.

^MahathirMohamad (1986), The Challenge,KualaLumpur PelandukPublicationSdn.Bhd., p.
144.

^RobmTheobald (1990), Corruption,DevelopmentandUnderdevdopment, London:TheMcMilhn
Press Ltd., p. 112; Syed Hussein Alaias (1995), Rasuah; Sifat, Sehah, dan Fungsi, Kuala Lumpur;
Dewan Bahasadan Pustaka, p. 183.

Sebagaimana dikutip oleh Fethi Ben Jomaa dari Chandra Muzaffar (1998), New Straits
Time,lh Mei 1998, p. 8.

^ SyedHussein Alatas (1999), op.cit, p.62.
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c. Bahaya korupsi terhadap politik.
Kekuasaan politik yang dicapai dengan korupsi akan menghasilkan

pemerintahan dan pemimpin masyarakat yang tidak legitimate di mata
publik. Jika demikian keadaannya, maka masyarakat tidak akan percaya
terhadap pemerintah dan pemimipin tersebut dan akibatnya mereka tidak
akan patuh dan tunduk pada otoritas. '̂ Praktik korupsi yang meluas dalam
politik seperti pemilu yang curang, kekerasan dalam pemilu dan money
politics juga dapat menyebabkan rusaknya demokrasi karena penggunaan
kekerasan oleh penguasa demi mempertahankan kekuasaannya,^° selain
juga akan menyebarkan korupsi lebihluas lagi di masyarakat.^^

Di samping itu, keadaan yang demikian akan memicu terjadinya
instabilitas sosial politik dan integrasi sosial, karena terjadi pertentangan
antara penguasa dan rakyat. Bahkan dalam banyak kasus, hal ini
menyebabkan jatuhnya kekuasaan pemerintahansecara tidak terhormat,
sepertiyang terjadi di Indonesia.^^
d. Ekonomi

Korupsi merusakperkembangan ekonomisuatu bangsa.^^ Jika suatu
projekekonomi dijalankan sarat dengan unsur-unsur korupsi (penyuapan
untuk kelulusan proyek, nepotisme dalam penunjukan pelaksana proyek,
penggelepan dalam pelaksanaannya, maka pertumbuhan ekonomi yang
diharapkan dari proyek tersebut tidak akan tercapai.^"*

Mahathir Mohamad (1986), op.cit, p. 143; Syed Hussein Alatas (1999), op.cit., pp. 62-65.
Pendekatan seperti ini jugaberakibat pada; penghargaan terhadap HAMkurangterjamin,

ada kecenderungan untuk menciptakan homogenitas pemikiran, berkembangnya nepotisme,
dan tuduhan adanya invisible hand (tangan-tangan setan) atas kejadian yang tidak mendukung
harmoni. Susetiawan(199^, "Harmoni, StabilitasPolitik dan Kritik Sosial", Kritik Sosial dalam
WacanaPembangunan, Yogyakarta: UllPress, pp. 17-18.

RobinTheobald(1990), o/7.ai., p. 128;EmilSalim (1994), "Mungkinkah AdaDemokrasi
di Indonesia", dalam ElzaPeldi Taher (ed.), Demokratisasi Politik, Budaya danEkonomi, Jakarta:
YayasanParamadina,pp. 157-159.

Sukardi Rinakit (2005), The Indonesian Military After The New Order, Copenh^en S,
Denmark:NIASPress, pp. 67-73; MahathirMohamad(1986), op.cit,p. 143.

Tunku Abdul Aziz (2005), Fighting Corruption: My Mission, Kuala Lumpur: Konrad
AdenauerFoundation,p. 61.

GeraldM.MeierdanJames E.Rauch(2005), Leading Issues inEconomicDevelopment, ed.
8, Oxford: Oxford University Press, pp. 508-509; Jonathan R. Pincus dan Rizal Ramli (2004),
"Deepening or HollowingOut? Financial Liberation, Accumulation and Indonesia's Economic
Crisis", dalam K.S. Jomo (ed.), Afterthe Storm; Crisis, Recovery and Sustaining Development in
FourAsian Economics, Singapore: Singapore UniversityPress, p. 116.
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Penelitian empirik oleh Transparency International menunjukkan
bahwa korupsi juga mengakibatkan berkurangnya investasi modal dalam
negeri maupun bar negeri, karena para investor akan berpikir ganda dalam
membayar biaya dalam berinvestasi. Seperti penyuapan pejabat agar dapat
izin dan pembayaran biaya pada pihak keamaanan agar investasinya aman
yang sebenamya tidak perlu. Sejak tahun 1997, investor dari negara-negera
maju (Amerika, Inggris dan Iain-lain) cenderung lebih suka
menginvestasikan dananya dalam bentuk Foreign Direct Investment (FDI)
kepada negara yang tingkat korupsinya kecil.^^
e. Birokrasi

Korupsi juga menyebabkan tidak efisiennya birokrasi dan
meningkatnya biaya administrasi dalam birokrasi. Jika birokrasi telah
dikungkungi oleh korupsi dengan berbagai bentuknya, maka prinsip dasar
birokrasi yang rasional, efisien, dan berkualitas akan tidak terlaksana.
Kualitas layanan yang diberikan sangat jelek dan mengecewakan publik.
Hanya orang yang berpunya saja yang akan dapat layanan baik karena
mampu menyuap.^^ Keadaan ini dapat menyebabkan meluasnya keresahan
sosial, ketidaksetaraan sosial dan selanjutnya mungkm kemarahan sosial
yang menyebabkan jatuhnya para birokrat.^^

C. Kerangka Ekonomi Islam
1. Pengertian dan Prmsip Dasar Ekonomi Islam

Para pakar ekonomi Islam memberikan defmisi ekonomi Islam yang
berbeda-beda, akan tetapi semuanya bermuara pada pengertian yang relatif
sama. Menurut M. Abdul Mannan, ekonomi Islamadalah "sosialscience which
studies the economics problems ofpeople imbued with the values oflslamV^
Sedangkan menurut Muhammad Nejatullah Siddiqi, ekonomi Islam adalah
"the muslim thinkers' response to the economic challenges of their times. This

DavidJayGreen (2004), "Investment Behavior and TheEconomic Crisis inIndonesia",
JournalofAsian Economics, Vol. 15, No. 2, April 2004, NewBrunswick: Rutger University, Elsevier
Group, p. 299.

" GimnarMyrdal (1978), "Corruption, ItsCause and Effects", dalam ArnoldJ.Heidenheimer
(ed). PoliticalComq>tion:ReadingsinComparativeAnalysis, ed2, NewJersey TransactionBooks, p. 541;
Gerald M. MeierdiiJames E. Rauch (2005), op.dL, p. 536.

" Tunku Abdul Aziz (2005), op.cit,, p. 60.
M. AbdulMannan (1986), IslamicEconomics; TheoryandPractice, Cambride: Houder and

Stoughton Ltd, p. 18.
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response isnaturally inspired by the teachings ofQur*an and Sunnah as well as
rooted in them".^^

Dari berbagai definisi tersebut, dapatlah disimpulkan bahwa ekonomi
Islam adalah suatu ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang,
meninjau, meneliti, danakhirnya menyelesaikan permasalahan-permasalahan
ekonomi dengan cara-cara yang Islami (berdasarkan ajaran-ajaran agama
Islam).Sedangkan prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam menurut Timer
Cbapra"*^ adalah sebagai berikut:

a. Prinsip Tauhid. Tauhid adalah fondasi keimanan Islam. Ini bermakna
bahwasegala apayang di alamsemesta ini didesain dan dicipta dengan
sengaja oleh Allah, bukan karena kebetulan melainkan semuanya
memiliki tujuan. Tujuan inilah yang memberikan signifikansi dan makna
pada eksistensi jagat raya, termasuk manusia yang menjadi salah satu
penghunidi dalamnya.

b. Prinsip khildfah. Manusiaadalah khalifah Allah dimuka bumi. ladibekali
dengan perangkat baik jasmani maupun rohani untuk dapat berperan
secara efektif sebagai khalifah-Nya. Implikasi dari prinsip ini adalah:
(1) persaudaraan universal, (2) sumber daya adalah amanah, (3), gaya
hidup sederhana, (4) kebebasan manusia.

c. Prinsip keadilan. Keadilan adalah salah satu misi utama ajaran Islam.
Implikasi dari prinsip ini adalah: (1) pemenuhan kebutuhan pokok
manusia, (2) sumber-sumber pendapatan yang halal dan thayyih^ 3)
distribusi pendapatan dan kekayaan yang merata, (4).pertumbuhan dan
stabilitas.

" Muhammad NejatuUah Siddiqi (1991), "Islamic Economic Thought: Foundations, Evo
lutionandNeeded Direction", dalam AbulHasan M.Sadeq etal. (eds.), DevelopmentandFinance
inlslamic, PetalingJaya: International IslamicUniversity Press, p. 21. Bandingkan dengan defmisi
yang dikemukakan Akram Khan, '̂ Islamic economics aims at the study ofhumanfalah [well-being]
achieved by organizing the resources ofthe earth on the basis ofcooperation andparticipation". Lihat
Muhammad Akram Khan (1994), An Intrduction to IslamicEconomics, Islamabad: HIT Pakistan, p.
33. Danjuga definisi Khurshid Akmad, ekonomi Islam adalah "asistematiceffort to try to understand
the economicproblems andman's behaviors inrelation to thatproblemfrom anIslamicperspective".
Khursid Ahmad (1992) dalam M.UmerChapra, What is IslamicEconomics, (feddah: IRTI - IDE,
p. 19.

Lihat M. B. Hendrie Anto (2003), Pengantar Ekonomika Mikro Islami, Yogyakarta:
EKONISIA, pp. 10-11; Syed Mohd. Ghazali Wafa Syed Adwam Wafa etal. (2005), Pengantar
Pemiagaan Islam, PetalingJaya: Pearson Malaysia Sdn. Bhd., p. 50; Mohammad Daud Ali (1988),
Sistem Ekonomi Islam, 2^tdan Jakarta: PenerbitUniversitas Indonesia, p. 18.
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2. Tujuan Ekonomi Islam
Tujuan utama Syari'at Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahahan

umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Ini sesuai dengan misi Islam
secara keseluruhan yang rahmatan liVdlamtn. Al-Syatibi dalam al-Muwafaqaf^
menegaskan yang artinya: "Telah diketahui bahwa syariat Islam itu
disyariatkan atau diundangkan untuk mewujudkan kemaslahahan makhluk
secara mutlak". Dalam ungkapan yang lain Yusuf al-Qaradhawi menyatakan
yang artinya: "Di mana ada maslahah, di sanalah hukum Allah".

Dua ungkapan tersebut menggambarkan secara jelas bagaimana eratnya
hubungan antara syariat Islam dengan kemaslahatan. Ekonomi Islam yang
merupakan salah satu bagian dari syariat Islam, memiliki tujuan yang tidak
lepas dari tujuan utama syariat Islam. Tujuan utama ekonomi Islam adalah
merealisasikan keinginan manusia untuk mencapai kebahagiaan dunia dan
akhirat ifalah), serta kehidupan yang baik dan terhormat {al-hayah al-
thayyihah)."^ Ini merupakan definisi kesejahteraan dalam pandangan Islam,
yang tentu saja berbeda secara mendasar dengan pengertian kesejahteraan
dalam ekonomi konvensional yang sekuler dan materialistik.'*^

Secara rinci, tujuan ekonomi Islam dapat dijelaskan sebagai berikut: (1)
Kesejahteraan ekonomi adalah tujuan ekonomi yang terpenting. Kesejahteraan
ini mencakup kesejahteraan individu, masyarakat dan negara. (2)
Tercukupinya kebutuhan dasar manusia, meliputi makanan, minuman,
pakaian, tempat tinggal, kesehatan, pendidikan, keamanan serta sistem negara
yang menjamin terlaksananya kebutuhan dasar tersebut secara adil. (3)
Penggunaan sumber daya secara optimal, efisien, efektif, hemat dan tidak
membazir. (4) Distribusi hana, kekayaan, pendapatan dan hasil pembangunan

«M. Umer Chapra (2001), MasaDepan Ilmu Ekonomi, (terj.) Ikhwan Abidin, The Future of
Economics:AnIslamicPerspective, Jakana:GemalnsaniPress, pp.202-206.

Al-Syatibi (t.t.), al-Muwafaqatfi Ushul al-Ahkam, Beirut: Daral-Fikr, juz 2, p. 19.
Yusuf al-Qaradawi (1998), al-IjtihMal-Mu'ashir, Beirut: al-Maktab al-lslami, p. 68.
Al-Qur'an menyebut katafalah dalam 40 tempat. Faldh mencakup konsep kebahagiaan

dalam dua dimensi yaitu dunia dan akhirat. Kebahagiaan dimensi duniawi,_^/<5^ mencakup tiga
aspek, yaitu: (1) kelangsungan hidup, (2) kebebasan dari kemiskinan, (3) kekuatan dan kehormatan.
Sedangkan dalam kebahagiaan dimensi akhirat, faldh mencakup tiga aspek juga, yaitu: (1)
kelangsungan hidup yang abadi di akhirat, (2) kesejahteraan abadi, (3) berpengetahuan yang
bebas dari segala kebodohan. Faldh hanya dapat dicapai dengan suatu tatatan kehidupan yang
baik dan terhormat (al-hayah al-thayyibah). LihatM. B. Hendrie Ante (2003), op.ciu, p.7.

Muhammad Akram Khan (1989), "Methodology of Islamic Economics" dalam Aidit
Ghazali dan Syed Omar (eds.). Readings in The Concept andMethodology ofIslamic Economics,
PetalingJaya: Pelanduk Publications, p. 59; Syed Mohd. Ghazah Wafa Syed Adwam Wafa etal.
(2005), op.cit., p.53; M. B. Hendrie Ante(2003), op.cit, p.7.
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secara adil dan merata. (5) Menjamin kebebasan individu. (6) Kesamaman
hak dan kesempatan memperolehnya. (7) Kerjasama dan keadilan."^
3. Metodologi Ekonomi Islam

Para pakar ekonomi Islam (seperti Masudul Alam Chaoudoury, M
Fahim Khan, Monzer Khaf, M. Abdul Mannan, dan Iain-lain) telah
merumuskan metodologi ekonomiIslam secara berbeda, tetapi dapat ditarik
garis persamaan bahwa semunya bermuara pada ajaran Islam. Metodologi
Ekonomi Islam, dapat diringkaskansebagai berikuf^^:

(a) Ekonomi Islam dibentuk berdasarkan pada sumber-sumber wahyu,
yaitu al-Qur'an dan al-Sunnah. Penafsiranterhadap duasumber tersebut
harus mengikuti garis panduan yang telah ditetapkan oleh para ulama
muktahar, bukan secara membabi buta dan ngawur.''®

(b)Metodologi ekonomi Islam lebih mengutamakan penggunaan metode
induktif.

(c) Ekonomi Islam dibangun di atas nilaidanetika luhur yangberdasarkan
Syariat Islam, seperti nilaikeadilan, kesederhanaan, kedermawanan, dan
pengorbanan,

(d)Kajian ekonomi Islambersifat normatif dan positif.
(e)Tujuan utama ekonomi Islam adalah mencapaifala^di dunia dan

akhirat.

D. Korupsi danAkibatnya dalamPerspektifEkonomi Islam
Sebagaimana penjelasan di atas, substansi korupsi merupakan suatu

tindakan pengkhianatan terhadap amanah, karena pada intinya korupsi
mengandung dua unsur utama yaitu penyalahgunaan kekuasaan yang
melampaui batas kewajaran dan pengutamaan kepentingan pribadi di atas
kepentingan publik olehaparaturnegara. Dengandemikian, korupsimerupakan
perbuatan memperkaya diri sendiri secara dzalim yang bertentangan dengan

Anas Zarqa' (1989), "Islamic Economics: An Approach to Human Welfare", dalam
Aidit Ghazali danSyed Omar(eds.), Readings in The ConceptandMethodology ofIslamicEconom
ics, PetalingJaya:PelandukPublications, pp. 29-38.

JoniTamkinBinBorhan (2002), "MetodologiEkonomi Islam: SuatuAnalisis Perbandingan",
dalamJumal Usuluddin, No. 15,Kuala Lumpur: Akademi PengajianIslam, Universiti Malaya,
pp. 77-83; Farhad Nomani dan Ali Rahnema (1994), Islamic Economic Systems, London: Zed
Books Ltd., pp. 2-19; Muhammad Akram Khan (1989), op.cit, pp. 53-60; Monzer Kahf (1989),
"Islamic Economics andIts Methodology" dalam Aidit Ghazali danSyedOmar (eds.). Readings
in The ConceptandMethodology ofIslamicEconomics, PetalingJaya: PelandukPublications, pp.43-
48.

M.AbdulMannan(1986), op.cit, pp. 13-27.



KorupsidanAkibatnya... 207

2. Tujuan Ekonomi Islam
Tujuan utama Syari'at Islamadalah untuk mewujudkan kemaslahahan

umat manusia, baikdidunia maup'un diakhirat. Ini sesuai dengan misi Islam
secara keseluruhan yang rahmatan liVdlamin. Al-Syatibi dalam al-Muwafaqaf^
menegaskan yang artinya: "Telah diketahui bahwa syariat Islam itu
disyariatkan atau diundangkan untuk mewujudkan kemaslahahan makhluk
secara mutlak". Dalam ungkapan yang lain Yusuf al-Qaradhawi menyatakan
yang artinya: "Di mana ada maslahah, di sanalah hukum Allah".

Duaungkapan tersebut menggambarkan secara jelas bagaimana eratnya
hubungan antara syariat Islam dengan kemaslahatan. Ekonomi Islam yang
merupakan salah satu bagian dari syariat Islam, memiliki tujuan yang tidak
lepas dari tujuan utama syariat Islam. Tujuan utama ekonomi Islam adalah
merealisasikan keinginan manusia untuk mencapai kebahagiaan dunia dan
akhirat {falaQ, serta kehidupan yang baik dan terhormat {al-hayah al-
thayyibah).** Ini merupakan definisi kesejahteraan dalam pandangan Islam,
yang tentu saja berbeda secara mendasar dengan pengertian kesejahteraan
dalam ekonomi konvensional yangsekuler dan materialistik.'*®

Secara rinci, tujuan ekonomi Islam dapat dijelaskan sebagai berikut: (1)
Kesejahteraan ekonomi adalah tujuan ekonomi yang terpenting. Kesejahteraan
ini mencakup kesejahteraan individu, masyarakat dan negara. (2)
Tercukupinya kebutuhan dasar manusia, meliputi makanan, minuman,
pakaian, tempat tinggal, kesehatan, pendidikan, keamanan serta sistem negara
yang menjamin terlaksananya kebutuhan dasar tersebut secara adil. (3)
Penggunaan sumber daya secara optimal, efisien, efektif, hemat dan tidak
membazir. (4) Distribusi harta, kekayaan, pendapatan dan hasil pembangunan

M. Umer Chapra (2001), MasaDepan Ilmu Ekonomi, (terj.) Ikhwan Abidin, The Future of
Economics:An IslamicPerspective, Jakarta: Gemalnsani Press,pp. 202-206.

Al-Syatibi (t.t.), al-Muwafaqatfi Ushul al-Ahkam, Beirut: Daral-Fikr, juz2,p. 19.
Yusufal-Qaradawi (1998),al-IjtihMal-Mu'ashir,Beirut: al-Maktab al-Islami, p. 68.

^ Al-Qur'an menyebut katafalah dalam 40tempat. Fatah mencakup konsep kebahagiaan
dalam dua dimensi yaituduniadanakhirat. Kebahagiaan dimensi duniawi,^^^ mencakup tiga
aspek, yaitu: (1) kelangsungan hidup, (2) kebebasan dari kemiskinan, (3) kekuatan dan kehormatan.
Sedangkan dalam kebahagiaan dimensi akhirat, falah mencakup tiga aspek juga, yaitu: (1)
kelangsungan hidup yang abadi di akhirat, (2) kesejahteraan abadi, (3) berpengetahuan yang
bebas dari segala kebodohan. Fala^ hanya dapat dicapai dengan suatu tatatan kehidupan yang
baikdanterhormat (al-hayah al-thayyibah). LihatM.B. HendrieAnte (2003), op.ciu, p.7.

Muhammad Akram Khan (1989), "Methodology of Islamic Economics" dalam Aidit
Ghazali danSyed Omar (eds.), Readings in The Concept andMethodology ofIslamic Economics,
PetalingJaya: Pelanduk Publications, p. 59; Syed Mohd. Ghazali Wafa Syed Adwam Wafa etal.
(2005), op.ciu, p. 53; M.B. Hendrie Anto (2003), op.ciu, p.7.
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secara adil dan merata. (5) Menjamin kebebasan individu. (6) Kesamaman
hak dan kesempatan memperolehnya. (7) Kerjasama dan keadilan."^^
3. Metodologi Ekonomi Islam

Para pakar ekonomi Islam (sepeiti Masudul Alam Chaoudoury, M
Fahim Khan, Monzer Khaf, M. Abdul Mannan, dan Iain-lain) telah
merumuskan metodologi ekonomi Islam secara berbeda, tetapi dapat ditarik
garis persamaan bahwa semunya bermuara pada ajaran Islam. Metodologi
Ekonomi Islam, dapat diringkaskansebagai berikut^^:

(a) Ekonomi Islam dibentuk berdasarkan pada sumber-sumber wahyu,
yaitu al-Qur'andanal-Sunnah. Penafsiran terhadap duasumbertersebut
harus mengikuti garis panduan yang telah ditetapkan oleh para ulama
muktabar^ bukan secara membabi buta dan ngawur."^®

(b)Metodologi ekonomi Islam lebih mengutamakan penggunaan metode
induktif.

(c) EkonomiIslamdibangun di atas nilaidanetikaluhur yangberdasarkan
Syariat Islam, seperti nilaikeadilan, kesederhanaan, kedermawanan, dan
pengorbanan.

(d)Kajian ekonomi Islam bersifat normatif dan positif.
(e)Tujuan utama ekonomi Islam adalah mencapaifalah_^\ dunia dan

akhirat.

D. Korupsi danAkibatnya dalamPerspektifEkonomi Islam
Sebagaimana penjelasan di atas, substansi korupsi merupakan suatu

tindakan pengkhianatan terhadap amanah, karena pada intinya korupsi
mengandung dua unsur utama yaitu penyalahgunaan kekuasaan yang
melampaui batas kewajaran dan pengutamaan kepentingan pribadi di atas
kepentingan publik olehaparaturnegara. Dengandemikian, korupsimerupakan
perbuatan memperkaya diri sendiri secara dzalim yang bertentangan dengan

^ Anas Zarqa' (1989), "Islamic Economics: An Approach to Human Welfare", dalam
Aidit Ghazali danSyed Omar (eds.), Readings in The ConceptandMethodolo^ ofIslamicEconom
ics, Petalingjaya;PelandukPublications, pp. 29-38.

JoniTamkinBinBorhan (2002), "MetodologiEkonomi Islam: SuatuAnalisis Perbandingan",
dalamfumal Usuluddin, No. 15,Kuala Lumpur: Akademi PengajianIslam, Universiti Malaya,
pp. 77-83; Farhad Nomani dan Ali Rahnema (1994), Islamic Economic Systems, London: Zed
Books Ltd., pp. 2-19; Muhammad AkramKhan (1989), op.cit., pp. 53-60; MonzerKahf (1989),
"Islamic Economics andIts Methodology" dalam Aidit Ghazali dan SyedOmar (eds.), Readings
in The ConceptandMethodology ofIslamicEconomia, Petalingjaya: Pelanduk Publications, pp.43-
48.

M. AbdulMannan(1986), op.cit., pp. 13-27.
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prinsip dan tujuan ekonomi Islam. Karena al-Qur'an yang merupakan sumber
utama doktrin ekonomi Islam menyatakan; Allah memerintahkan kamu untuk
menyampaikan amanat kepada yang herhak menerimanya, dan (memerintahkan
kamujapabila menetapkan hukum diantara manusiaharusdilakukan secara adiL."".
(Terjemahan Q.S. al-Nisa': 58).

Para aparatur negara, sebelum memegang jabatan tertentu/' harus
disumpah setia untuk melaksanakan tugas sesuai dengan amanahnya. Oleh
karena itu,ketika mereka melakukan korupsi berarti mereka mengingkari janji
mereka sendiri. Tindakan ini bertentangan dengan firman Allah^° yang artinya,
"Danpenuhilahjanji, sesungguhnya janji itu akan dimintaipertanggungjawaban".
(Terjemahan Q.S. al-Isra': 34).

Dua ayat tersebut secara gamblang memerintahkan untuk melaksanakan
amanah, memenuhi janji dan berlaku adil. Pengkhianatan terhadap suatu amanah
dan janji merupakan satu kesalahan yang bisa dituntut di pengadilan. Ini artinya
pelaksanaan amanah dan pemenuhan janji merupakan ajaran yang sangat penting
dalam ekonomi Islam.

Dalam rangka pelaksanaan amanat oleh penguasa, al-Qur'an memberikan
kesempatan kepada semua elemen masyarakat untuk mengawasi pelaksanaan
amanat itu. Halinitertuang dalam Q.S. Al-'Ashr: 3yang memerintahkan untuk
saling menasehati dalam menegakkan kebenaran. Implikasi konkrit dari prinsip
ini, rakyat bebas melakukan pengawasan terhadap penguasa yang diwujudkan
dalam bentuk kritik dan nasehat. Fungsi pengawasan ini terbuka untuk siapa
saja yang mau dan mampu memberikannya pada penguasa. Tersedianya ruang
bagi publik untuk terlibat dalam politik secara aktif semacam ini merupakan
ciri dari masyarakat yang diprofilkan al-Qur'an.®^

Bahkan al-Qur'an juga menyatakan bahwa kehancuran suatu masyarakat,
akibat dari perilaku jahat dan dzalimnya individu di dalamnya seperti korupsi,
tidak hanya akan menimpa kepada orang-orang yang berbuat dzalim saja, tetapi
juga akan menimpa seluruh individu dalam masyarakat tersebut (Q.S. 8: 25).

Menunit Al-Qur'an anugerah untukmemimpin berupakekuasaan politik adalah karuma
Allah bagi manusia (Q.S. 11: 61; Q.S. 2:30). Penganugerahan ini dilakukan melalui suatu ikatan
perjanjian, baik antara penguasa dengan Allah (d-'ahd^ (Q'S- 2; 124) maupun dengan masyarakat
(bai'ai) (Q.S. 60:12). Perjanjian itumerupakan amanat yang harus ditunalkan.Atasdasar ini, tidak
heran jika perintah taat pada penguasa didahului dengan perintah menunaikan amanah,
seb^aimanafirman Allahdalam Q.S. Al-Nisa': 58-59.

« LihatjugaQ.S. 5:1; Q.S. 2:177; Q.S.8:55-56; Q.S.13:25.
Nurcholish Madjid (1998), "KonsepPengeitianAkhlakBangsa", dalam HMKAHMIJAYA,

IndmesiacUSimpangJalany'Rsndmig.'Mizanfp. 121;DeliarNoor,"EtikaPolitikdalamNegaraDemokrasi'',
dalamJumal UNISIA, No. 35/XX/UI/m7, p.7.
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Dengandemikian membiarkan sebagian anggota masyarakat melakukan korupsi,
samaartinya menggali jurang kebinasaan bagimerekasemua.

Korupsi yang dilakukan oleh para aparatur negara dalam pemerintahan,
sebagaimana telah dijelaskan di atas, memberikan efek negatif terhadap
perkembangan politik, birokrasi, ekonomi danbahkan masyarakat danindividu.
Hal ini menunjukkan sikap tidak bertanggungjawabnya pemerintahan yang
korup terhadap tugas dan kewajibannya seb^ai aparatur negara. Padahal dalam
perspektif ekonomi Islam, negara memiliki tugas dan fungsi yang luas, di
antaranya adalah tugas danfungsi dalam bidang ekonomi, yaitumengkurangkan
kemiskinan dan menciptakan suasana yang kondusif untuk pertumbuhan
ekonomi danpekerjaan, menciptakan keadilan sosio-ekonomi, menjaga stabilitas
keuangan, menegakkan hukum dan peraturan lainnya.^^

Al-Qur'an, salah satusumber hukumutamaekonomi Islam, memandang
bahwa korupsi yang menumbuhkembangkan iklim ketamakan, selfishness, dan
sinisisme '̂ dalam masyarakat, menjadikan masyarakat itu bertentangan secara
diametral dengan profil masyarakat yang dikehendaki al-Qur'an^*^ yaitu
masyarakat yang bercirikan: (1). Tauhidullah atau mengesakan Allah (Q.S. 112:
1-4) (2). Diliputi Ukhuwwah atau persaudaraan (Q.S. 49:10) (3). Musawah atau
persamaan (Q.S, 49:13) (4). Bersatu dalam ikatan tali Allah (Q.S. 3:103) (5).
Tolong-menolong (Q.S. 5:2) (6). Berkeadilan (Q.S. 6:152) (7). Musyawarah (Q.S.
42: 38) (8). Ada tangungjawab sosial (Q.S. 3:104) (9). Berlomba dalam kebajikan
(Q.S. 5:48) (10). Toleransi (Q.S. 109:1-6) (11). Kebebasan (Q.S. 2:256) (12).
Berwajah ramah dan anggun (Q.S. 49:10; Q.S. 6:152) (13). Menegakkan dan
membela kebenaran (Q.S. 5:35).

Untuk mendukung terwujudnya profil masyarakat yang dikehendaki al-
Qur'an, Islam mempunyai institusi sosial security yaitu zakat^^ yang berfungsi

" JoniTamkin Bin Borhan (2002), "Economic Function ofTheState; AnIslamic Perspec
tive" dalamJumalUsuluddin, No. 16, Kuala Lumpun Akademi Pengajian Islam, Universiti Ma
laya,pp. 80-90.

" Robin Theobald (1990), op.cit, p.112; ChandraMuzaffar (1998), op.cit, p.8.
^ Al-Qur'an menyebut masyarakat yang baik dan berperadaban dengan tiga ungkapan,

yaitu: (1). Khairu ummah (masyarakat terbaik), sebagaimana firman Allah dalam Q.S. Ali 'Imran:
110. (2). Ummah wasathan (masyarakat pertengahan dan masyarakat seimban^, sebagaimana
firman Allah dalam Q.S. Al-Baqarah: 143 (3). Ummah muqtashidah (masyarakat pertengahan atau
moderat), sebagaimana firman Allah dalam Q.S. Al- Ma'idah: 66.

AbulHasan M. Sadeq (1992), "Islamic Economic Thought", dalam AbulHasan M. Sadeq
dan Aidit Ghazali (eds.), Readings inIslamicEconomic Thought, PetalingJaya: Longman Malaysia
Sdn. Bhd., p. 9; Af^ur Rahman (1979), EconomicDoctrines ofIslam, Vol. 4, London: The Muslim
Schools Trust, pp. 252-264. Institusi lain yang mendukung zakat sebagai social security adalah
infaq dan sedekap.
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sebagai salah satu media untuk distribusi keadilan sosio-ekonomi®^ dan juga dapat
meningkatkan kesejahteraan orang miskin.^^ Bentuk social security yang
diperankan oleh zakat adalah dengan menyediakan bantuan material kepada
orang miskin dan pihak lain yang membutuhkan {asndf tsamdniyalo). Bentuk
lainnya adalah dengan menyediakan bantuan material kepada anakyatimpiatu,
janda, orang tuadan Iain-lain. Disamping itu, zakat juga berperan sebagai ekspresi
persaudaraan, goodwill^ kerjasama dan sikap toleran dalam masyarakat.^^

Dalam termonologi al-Qur'an, korupsi dipersamakan denganfasdd dalam
maknanya yang luas dan umum. Kata fasdd dan derivasinya, diulang 47 kali
dalam al-Qur'an, dan 82 kali dalam hadis yang terdapat dalam kitab-kitab hadis.
Fasad mengandung makna yang luas, yaitu: eksploitasi, salah urus, anarki,
ketidakadilan dengan berbagai bentuknya, penyia-nyiaan, penyimpangan moral,
keburukan, kejahatan, kebejatan, ketidakjujuran, penyuapan, dan segala bentuk
perbuatan yang menyimpang dari kebenaran. al-Qur'an dalam menjelaskan
korupsi ifasdd) biasanya bersifat umum, walau ada juga yang khusus, seperti
ketika al-Qur'an melarang semua transaksi yang melibatkan penyuapan di
dalamnya (Q.S. 2; 188). Sedangkan hadis Nabilebih bersifat khusus, diantaranya
disebutkan kata rasywah yang berarti penyuapan. Menurut hadis pelaku dan
penerimarasywah adalah sama-sama di neraka. '̂

Al-Qur'an juga mendorong upaya penegakan hukum yang benar-benar
memenuhi rasa keadilan (Q.S. 4:135). Keadilan merupakan unsurpentingdalam
materi hukum dan penegakan hukum sehingga tidak heran kalau al-Qur'an
menekankan agar keadilan itu tetap ditegakkan walaupun pada kerabat, bahkan
kepada dirisendiri (Q.S. 6:152). Al-Qur'an memandang supremasi hukumharus
betul-betul ditegakkan dalam kehidupan masyarakat. Keadilan harus ditegakkan
di manapun, kapanpun, dan terhadap siapapun. Bahkan, jika perlu dengan
tindakan tegas (Q.S. 2: 286).
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Dalam sejarah Islam kita mendapati fenomena bahwa Nabi Muhammad
tidak pernah membedakan antara "orang kaya", "orang miskin", atau
keluarganya sendiri dalam menegakkan hukum, karena beliau memandang
bahwa penegakan hukum merupakan sesuatu yang sangat urgen dan signifikan
dalam menjagastabilitas suatu bangsa. Oleh karenanya beliau peraah menegaskan
bahwa kehancuran suatu bangsa di masa lalu adalah karena, jika"orang kaya"
berbuat kejahatan dibiarkan saja, sementara kalau "orang miskin" berbuat
kejahatan pasti dihukum. Bahkan dalam penegasan itu, Nabi juga menambahkan
bahwa kalau seandainya yang berbuat kejahatan (mencuri) itu adalah Fatimah
(puterinya tercinta), pasti akan dipotong tangannya/°

Untuk memperbaiki masyarakat yang telah dirasuki korupsi, al-Qur'an
memperkenalkan konsep al-amru bi al-ma'ruf wa al-nahyu 'an al-munkar. Ini
adalah bukti bahwa Islam sangat serius memperhatikan masalah kehidupan moral
dalam masyarakat.^^ Anwar Harjono menilai bahwa konsep amor ma'rufnabi
munkar merupakan kewajiban asasi yang dinyatakan secara eksplisit oleh Al-
Qur'an." Kuntowijoyo" menyatakan bahwa cita-cita penegakan amr al-ma'ruf
dan nab 'an al-munkar dalam kerangka keimanan merupakan akar semangat
transformasi sosial secara terus menerus.

Oleh karena itu, semua pihak harus mengambil peranan untuk
memberantas korupsi. Misalnya, pemerintah memiliki peran yang strategis, yaitu
dengan membuat peraturan antikorupsi, memperbanyak lembaga antikorupsi,
penegakan hukum, dan pemberian gaji yang cukup kepada pegawai. Institusi
ke^amaan harus lebih proaktif dan efektif dalam menyadarkan umatnya tentang
larangan korupsi dalam agama dan hukumannya yang berat di akhirat. Media
massa berperan dalam menggiring opini publik untuk memerangi korupsi serta
mendidik publik untuk menjauhi korupsi. NGO memobilisasi opini publik
untuk melawan korupsi. Lembaga pendidikan memberikan penyadaran pada
generasi muda tentang bahaya korupsi bagi kehidupan manusia. Masyarakat
berkomitmen untuk memilih pemimpin yang bersih dan mengawasi
pemerintahan dari praktek korupsi.

" Maksun (1998), "Paradigma 'Civil Society' yangProfetik", dalam iWedwAwionesii^Jakana,
11September 1998.

" Ahmad Syafi'iMa'arif (1996), Islam dan Masalah Kenegaraan, Jakana: LP3ES, p. 174.
"AnwarHarjono {1997),PerjalananPolitikBangsa,Jakarta: GemaInsaniPress,p. 148.
"Kuntowijoyo {199\), ParadigmaIslam: Interpretasi UntukAksi, Bandung: Mi2an,p. 338.
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E. Penutup
Berdasarkan penjelasan di atas, jelaslah bahwa korupsi membawa efek

negatifyang sangat membahayakan bagi masyarakat, individu, politik, birokrasi,
dan generasi muda. Ekonomi Islam, memandang bahwa korupsi merupakan
tindakan pengkhianatan terhadap amanah yang hams dieliminir bersama-sama,
karena kompsi adalah musuh bersama yang membasminya hamsdengan peran
semua pihak. Sebagai spirituntuk memberantas kompsi, perlu diingat firman
Allahyangartinya: *^SesungguhnyaAllah tidak akan mengubah apayang terdapat
pada (keadaanjsatu kaum (masyarakat), sehingga mereka mengubah apayang terdapat
dalam diri (sikap mental) merekaT. (Q.S. 13:11).^
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